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ABSTRAK

PIHAK-PIHAK YANG BERTANGUNG JAWAB JIKA
TERJADI KECELAKAAN PENGANGKUTAN BARANG
DAN PENUMPANG MELALUI SUNGAI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008

OLEH
ANDRIANSYAH

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggung
jawab jika terjadi kecelakaan pengangkutan barang dan penumpang melalui
sungai menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008. Untuk itu
permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pihak mana yang bertanggung
jawab apabila terjadi kecelakaan dalam  pengangkutan barang dan
penumpang melalui sungai dan danau Menurut Undang — Undang Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Bagaimana tindakan pengawasan
pengangkutan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Lalu Lintas
angkutan sungai dan danau Menurut Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif
yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis.
Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pihak yang bertanggung
jawab apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan barang dan
penumpang melalui sungai dan danau menurut Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah perusahaan pelayaran dan nakhoda. -
Apabila kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan barang baik sebagian
maupun musnah seluruhnya, maka perusahaan angkutan diperairan
bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang yang di
angkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen
muatan atau perjanjian kontrak pengangkut yang disepakati berdasarkan
Pasal 40 ayat (1),(2) Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran.
- Bentuk tanggung jawab sebagaimana diatas ditimbulkan sebagai akibat
pengoperasian kapal, berupa; a. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang
diangkut. b. Keterlambatan angkutan penumpang barang yang diangkut. c.
Kerugian pihak ketiga. Kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian
sebagaimana pada huruf a, b, dan c diluar kekuasaan pihak pengangkut
maka perusahaan angkutan diperairan dapat dibebaskan sebagian atau
seluruhnya dari tanggung jawabnya. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1), (2)
Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. - Sedangkan

bila kecelakaan kapal yang mengakibatkan kematian penumpang maka
yang bertanggung jawab adalah nakhoda kecuali dapat di buktikan lain.
Sesuai dengan Pasal 245 dan 249 Undang-undang No.17 Tahun 2008
Tentang pelayaran. Dan Tindakan pengawas pengangkutan jika terjadi



pelanggaran terhadap Ketentuan lalu lintas angkutan sungai dan danau
menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, Maka Departemen
Perhubungan yang bertindak sebagai pengawas akan melakukan tindakan
baik administratif yaitu pencabutan surat izin berlayar maupun pidana dan
pidana penjara paling lama 15 Tahun atau denda paling tinggi
Rp.2.000.000.000,- ( dua miliar rupiah ) sesuai dengan Undang-undang
No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran dan berdasarkan petunjuk Kepala
Bidang Lalu Lintas sungai dan danau No. A/F/9/VI1/1973 Tentang
perhubungan.

Kata Kunci : Hukum Pengangkutan, Kewajiban Para Pihak, Perjanjian
Pengangkutan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara terbesar
diantara Negara-negara Asia Tenggara, merupakan Negara kepulauan yang
terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil serta mempunyai wilayah perairan
yang luas dikelilingi Samudera Indonesia dan Lautan pasifik.

Kepulauan Indonesia dengan semua perairannya di pandang oleh
Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisah
antara satu pulau dengan pulau lainnya.

Cara pandang Bangsa Indonesia tersebut sudah menjadi prinsip yang
telah dihayati sejak lama sehingga dalam menyebut bumi tempat hidup atau
tanah tumpah darah menggunakan kata-kata “Tanah Air”.

Istilah “Tanah Air” mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia tidak
pernah memisahkan antara “Tanah” dan “Air”. Pulau dan Lautan”
melainkan daratan dan lautan merupakan suatu kesatuan yang utuh
sehingga lautan dan seluruh perairan yang ada dianggap sebagai
penghubung antara satu pulau dengan pulau yang lainnya.

Berdasarkan realita tersebut, di Negara Kesatuan Republik Indonesia
melalui Instruksi Menteri Perhubungan tanggal 29 Maret Tahun 1969

Nomor U.14/4/5, membuka jalur pelayaran laut yang berada dibawah



pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, serta jalur
pelayaran sungai, danau dan terusan berada dibawah pembinaan dan
pengawasan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Bersama
antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor DKP.1/96/9 dan Nomor M.8/4/13 tanggal 14
Nopember 1972, Pasal 1 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa. Pengaturan
serta pengawasan persyaratan teknis kapal-kapal yang menurut konstruksi
dan peralatannya ditetapkan sebagai kapal laut, dilakukan oleh dan atas
wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Laut sedangkan pengaturan serta
pengawasan persyaratan teknis bagi kapal-kapal yang menurut konstruksi
dan peralatannya ditetapkan sebagai bukan kapal laut, dilakukan atas
wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008, Tentang Pelayaran
menggunakan istilah “Perairan Pedalaman”, seperti yang ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (2) berbunyi “perairan Indonesia adalah laut territorial
Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Perpu tahun 1960
tentang perairan Indonesia jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985,
tentang pengesahan United Convention of the Law of the Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut). Serta perairan darat.



Pengertian perairan dapat pada anak kalimat terakhir Pasal 1 ayat (2)
diatas dapat ditemui melalui penjelasannya berbunyi, “Yang dimaksud
perairan daratan antara lain sungai, danau, waduk, kanal dan terusan”. Hal
ini masih tetap senada dengan pengertian perairan pedalaman yang
tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
SK.117/M/70, tanggal 15 April 1970, Pasal 1 huruf a, berbunyi “Perairan
pedalaman adalah semua perairan di daerah daratan seperti sungai-sungai,
danau-danau dan lain-lain sebagainya”.

Menyadari tentang pentingnya transportasi sungai dan danau seperti
yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
pelayaran menjelaskan bahwa, ‘“Pentingnya transportasi laut tersebut
tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa-jasa angkutan
bagi mobilitas orang serta barang dari keseluruh pelosok tanah air, bahkan
dari dan keluar negeri”.

Pengangkutan dapat terlaksana setelah adanya transaksi antara
pengangkutan dengan penumpang atau antara pengangkutan dengan
pengirim yang lain disebut dengan perjanjian pengangkutan.

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut
dengan pengirim, dimana pengangkut meningkatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat



ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan
diri untuk membayar uang angkutan”.

Dari pengertian perjanjian pengangkutan tersebut diatas dapat
dimengerti bahwa perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal
balik dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Pengangkut berhak atas pembayaran biaya pengangkutan dan
dituntut bertanggung jawab melaksanakan pengangkutan dengan baik dan
selamat sampai ke tempat tujuan.

Sedangkan pengirim/penumpang berhak atas keselamatan
penumpang/barang sampai ketempat tujuan yang telah ditentukan dengan
baik dan selamat dan berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan masing-masing pihak dituntut untuk
melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian,
namun perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang
Hukum Dagang, si pengangkut tidak mempunyai hak retensi, yaitu hak
untuki menahan barang-barang angkutan bila si penerima menolak untuk
membayar biaya pengangkutan.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang melalui Pasal 493 ayat (1)

menegaskan : “Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2) Pasal ini, untuk

Y H.M.N. Purwosutjipto, 2007, Pengertian Pokok Hukum
Dagang Indonesia, Jambatan, Jakarta, him. 2



menjamin uang pengangkutan si pengangkut tidak berhak menahan barang-
barang yang diangkutnya”.

Pasal tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa si pengangkut
tidak mempunyai hak retensi, dan jika terjadi si penerima barang menolak
untuk membayar biaya pengangkutan maka pengangkut dapat menuntutnya
melalui Hakim Pengadilan Setempat.

Pengangkut yang menggunakan transportasi sungai dan danau selain
dituntut melaksanakan prestasi dalam perjanjian pengangkutan juga dituntut
mentaati seluruh ketentuan pengangkutan sungai dan danau yang telah
digariskan oleh Pemerintah melalui Departemen Perhubungan.

Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi oleh si pengangkut yang
menggunakan transportasi sungai dan danau baik angkutan khusus maupun
angkutan umum, antara lain :

1. Sertifikat Kesempurnaan

2. STK (Surat Tanda Kecakapan)

3. Ketentuan jumlah penumpang yang dicantumkan dalam sertifikat
4. Masa berlakunya sertifikat

5. lzin Trayek

6. lzin Usaha

7. lzin Penimbunan

8. Dan lain-lain



Dalam pelaksanaannya pengawasan pengangkutan sungai dan danau,
dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat, bekerja sama dengan para petugas dari Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, c/g Syahbandar atas
kesempatan bersama dengan berpegang teguh pada batas kewenangan
masing-masing.

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa perjanjian pengangkutan
merupakan suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut, dengan
pengirim barang atau penumpang maisng-masing mempunyai tanggung
jawab terhadap prestasi yang telah ditentukan.

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan Angkutan
Sungai dan Danau, perlu adanya pengawasan dari Petugas Kantor Wilayah
Departemen Perhubungan sesuai dengan Instruksi Menteri Perhubungan
tanggal 29 maret 1969, Nomor U.14/4/5, tentang Pembinaan Pelayaran
Sungai, Danau dan Terusan.

Sehubungan dengan wuraian diatas, penulis ingin melakukan
pengkajian secara konfrehensif dan mengangkatnya kepermukaan melalui
sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “PIHAK-PIHAK
YANG BERTANGUNG JAWAB JIKA TERJADI KECELAKAAN
PENGANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG MELALUI
SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN

2008~



B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini

adalah ;

1.

Pihak mana yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dalam
pengangkutan barang dan penumpang melalui sungai dan danau Menurut
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?

Bagaimana tindakan pengawasan pengangkutan apabila terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan Lalu Lintas angkutan sungai dan danau

Menurut Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ?

Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian berguna bagi penelusuran terhadap Pihak
mana Yyang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dalam
pengangkutan barang dan penumpang melalui sungai dan danau dan
tindakan pengawasan pengangkutan apabila terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan Lalu Lintas angkutan sungai dan danau Menurut Undang —
Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta tanpa menutup
kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencoba mencari kejelasan
dalam rangka melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama

ini.



Hal ini perlu dikemukakan dengan suatu kesadaran akan
keterbatasan dan kemampuan penulis, dengan harapan hasil penelitian
yang diuraikan dalam pembahasan nanti dapat menggambarkan beberapa
permasalahan dan pada akhirnya dapat dicarikan jalan keluar dengan
sebaik — baiknya serta dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi

bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengangkutan.

D. Kerangka Konseptual

Hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjin timbal balik, di
mana pihak pengangkut meningkatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangutan barang dan atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan
pihak lainya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya
pengangkutan tersebut.

Kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan, dimana si
pengangkut berkewajiban menyelengarakan pengangkutan sekaligus
menjaga keselamatan barang dan penumpang serta tepat waktu sampai
ketujuan. Sedangkan si pengirim barang dan atau penumpang
berkewajiban untuk membayar seluruh biaya pengangkutan, kewajiban
si pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat,
mengandung arti bahwa si pengangkut berkewajiban untuk memelihara
dan menyerahkan barang angkutan kepada si penerima di tempat tujuan

dengan lengkap dan utuh serta tepat waktu sesuai dengan apa yang telah



diperjanjikan. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang angkutan, baik
rusak sebagian atau rusak seluruhnya, atau penumpang luka selama
menyelenggarakan pengangkutan, atau terlambat sampai tujuan,

Perjanjian pengangkutan akan berakhir, khusunya bagi
pengangkutan penumpang, yaitu setelah penumpang sampai ketempat
tujuan pengangkutan dengan keadaan selamat, serta selesainya
pembayaran biaya pengangkutan sesuai dengan yang telah
diperjanjikan. Sedangkan perjanjian pengangkutan barang akan berakhir
setelah barang angkutan selamat sampai ketempat tujuan pengangkutan
dan telah diserahkan kepada si penerima serta selesainya pembayaran
seluruh biaya pengangkutan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa “resiko”
dalam penyelenggaraan pengangkutan dapat menjadi tanggung jawab si
pengangkut atau si pemilik barang atau penumpang, dapat pula menjadi
tanggung jawab pihak pelabuhan, tergantung dari penyebab terjadinya

suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya
menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian

komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
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dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan
sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas
permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
1) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.
2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan
Kepailitan
3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).
Terjemahan R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio.
b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung..
2) ---mm-mm-ee- , Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
3) Ridwan Syarani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,
Alumni, Bandung.
4) Sution Usman Adji, Joko Prakoso, Hari Pramono, Hukum
Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular
yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat
deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas
permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan akta yang dibuat

notaris dalam jaminan fiducia.



11

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data

tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rncana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam
4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi
sebagai berikut :
BAB |PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan
tujuan, kerangka konseptual,metode penelitian, sistematika penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang
akan dibahas berkaitan dengan perjanjian pengangkutan dan pengawasan
pengangkutan.
BAB Il PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus
menguraikan pembahasan /analisis sehubungan dengan permasalahan
hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut
akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian
dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP
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Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan

sSaran.
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